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A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANTUL

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib
memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dalam
rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, pentingnya
peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam
memberikan pelayanan dan pemberian informasi. PPID berperan dalam
memenuhi kebutuhan publik, baik secara langsung atau tatap muka, serta
secara online untuk menjamin informasi publik. Cara ini dirancang untuk
memudahkan masyarakat mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas adalah dengan
terus melakukan sosialisasi dan pelatihan penguasaan dari sistem aplikasi
yang disediakan. Era keterbukaan informasi saat ini, publik semakin pintar
dan bijak dalam menggunakan informasi, terutama dalam kaitannya untuk
ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Publik menginginkan adanya
pemerintahan yang transparan, yang menekankan adanya keterbukaan
informasi dalam penyelenggaraan negara. Sementara itu, pemerintah juga
memandang perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat,
agar publik dapat memperoleh informasi secara resmi dan lengkap
mengenai pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai saluran informasi.
Selanjutnya, pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh
informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan juga telah diatur lebih lanjut
melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (UU KIP).

UU KIP secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat publik
untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat.
Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen dan data diintegrasikan
sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-
sanksi yang tegas untuk pelanggarannya. UU KIP juga mengatur klasifikasi
informasi sedemikian rupa sebagai upaya untuk memberikan kepastian
hukum tentang informasi-informasi yang wajib dibuka kepada publik, dan

yang bisa dikecualikan dengan alasan tertentu.



Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul berkomitmen untuk memberikan
layanan PPID sebagaimana telah diamanatkan dalam undang-undang KIP,
meskipun dalam keterbatasan personil di Stewan Bantul, PPID tetap dilayani
sebagaimana hak masyarakat untuk mengetahui informasi tentang

pemerintahan, tentunya dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU KIP.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta
kondisinya.
Pelayanan informasi untuk PPID Pelaksana SEKRETARIAT DPRD
Kabupaten Bantul masih menjadi satu dengan ruang pelayanan Bagian
Umum Sekretariat DPRD tepatnya pada subbagian Humas, Protokol
dan Publikasi. Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul memiliki meja Front
office yang berada di Lobi Gedung DPRD Kabupaten Bantul, pemohon
PPID manual akan diterima oleh petugas Front Office lalu akan
diarahkan ke Bagian Umum pada subbagian Humas Protokol dan
Publikasi.
Pada layanan online, pelayanan PPID dilayani dengan berbagai media
online, seperti media sosial DPRD Kabupaten Bantul yang terdiri dari 1G
Youtube dan Facebook. Permohonan data informasi oleh pemohon akan
dipenuhi dan diberikan melalui media yang digunakan oleh pemohon.
Selain media sosial, layanan online pelayanan data oleh sekretariat
DPRD Kabupaten Bantuul dilayani dengan Nomor WA operator Humas
Protokol sekretariat DPRD Kabupaten Bantul
https://bit.ly/Humas DPRD_Bantul. Permintaan informasi publik di

Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul pada tahun 2022 seputar peraturan
daerah tentang DPRD dan agenda kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Bantul.

Selain warga masyarakat kabupaten Bantul yang menanyakan informasi
DPRD Kabupaten Bantul dan informasi kegiatan di sekretariat DPRD
Kabupaten Bantul, DPRD Kabupaten Bantul juga melayani permintaan
Data oleh DPRD dari Kabupaten/Kota Lain yang ingin sharing perihal
pemerintahan kepada DPRD Kabupaten Bantul. Pada tahun 2022


https://bit.ly/Humas_DPRD_Bantul

Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul menerima 893 kunjungan
dengantotal peserta berkisar 13.909 peserta. Menurut data yang
terekam dalam formulir kunjungan kerja DPRD Kabupaten Bantul.
Beberapa informasi yang sering diminta tentang Renja DPRD,

Jadwal Agenda DPRD yang tertuang dalam Banmus dan Laporan
Kinerja DPRD Kabupaten Bantul.

2. Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik
beserta kualifikasinya.

Personil yang menangani pelayanan informasi publik di PPID
Pelaksana SEKRETARIAT DPRD, Kabupaten Bantul ada 5 (lima)
orang dengan kualifikasi berpendidikan 4 (empat) orang sarjana, 1
(satu) orang Pasca Sarjana. Personil tersebut terbagi dalam 2 (dua)
orang yang bertugas sebagai Front Office yang akan mengarahkan
pemohon informasi ke petugas dalam dan 3 (tiga) orang di subagian
Humas protokol dan Publikasi bertugas memberikan informasi yang
dikehendaki oleh masyarakat.

Dalam memenuhi kebutuhan informasi, petugas dari subagian humas
protokol dan publikasi bekerjasama dengan bagian-bagian yang ada di
sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, sesuai dengan bidang informasi
yang dikehendaki oleh masyarakat.

3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya.
Kegiatan PPID Pelaksana SEKRETARIAT DPRD Kabupaten Tahun
Anggaran 2022 dianggarkan secara khusus, pelaksanaan
kegiatan PPID masuk dalam kegiatan kehumasan.

Pelaksanaan kegiatan PPID di sekretariat DPRD kabupaten Bantul
tidak hanya memberikan informasi kepada masyarakat melalui
permohonan resmi, namum sekretariat DPRD juga melaksanakan
Publikasi terhadap berbagai informasi yang dipandang merupakan

kebutuhan publik.
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PELANTIKAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANTUL PERIODE 2024-2029
Berjuang Bersama Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Bantul

BANTUL (KR)

Sebanyak 45 anggota DPRD Kabupaten

Bantul, penode 2024-2029 mengikuti palantian

d Gedung DPRD Bantul

Selasa (13/8). Pengucapan

sumpah janjl anggots DPRD Kabupaten Bantul diakukan
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Gambar 1. Publikasi pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD masa jabatan 2024-

2029




INFO PARLEMEN

DPRD Bantul menggelar

rapat paripurna (rapur)
pengucapan sumpah/janji
anggota DPRD periode 2024-
2029 kemarin (13/8). Itu
sekaligus menandal berakhimya
masa jabatan 45 anggota DPRD
periode 2019-2024.

AGENDA lima tahunan itu dipimpin
Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo.
Dimulai sekitar pukul 10.20. Tkut men
dampingi tiga wakil ketua DPRD Ban-
tul. Yakni, Nur Subiyantoro, Subhan
Nawwawi, dan Damba Aktivis.

*Kami telah berupaya untok melsk-
sanakan tugas dan kewajiban seba
gai anggota DPRD untuk memberikan
pelayanan yang terbaik untuk masya
rakat Bantul” jelas
Hanung menying-
gung kinerja ang
gota DPRD Bantul
periode 2019-2024.

Dalam lima tahun
terakhic Hanung me-
nekankan, seluruh
tugas, fungs dan ke-

4

Ksirrsal, Muksi legislasi
an, hingga pengawasan. Legislasi, misal
nva. DPRD Bantul mampu menelurkan
47 perda. Dari jumlah itu, 19 perds di
antaranya merupakan prakarss DPRD
Bantul. Selenghaprya lihat grafis.

“Semuanya dituangkan dalam me-
mori jabatan masa jabatan 2019.2024°
ucapnya.

Kendati begitu, politikus PDI Perju
angan ini menyadari kinerjs lembaga
».mg dipimpinnya tak lepas d.m k:

Karenaity,

paikan permobonan maal. khu:u\m-a

45 Anggota DPRD Bantul Periode 2024-2029 Dilantik

Siap Tuntaskan PR Pembangunan

gota DPRD Banitul dipirngin Ketua Pe
ngadilan Negeri Bantul Aries Sholeh
Elendi SH MH. Prosesi kemudian di
Lanjutkan dengan pemilihan pimpin
an sementara DPRD.

Ada dua nama yang ditunjulk sebeagai
pimpinan sementara DPRD. Yakni,
Hanung Raharjo sebagai ketua dan
Sublsan Nawwawi menjadi wakil ketua.

Penunjukkan dua nama i tidak
serta-merta. Itu, antara ksin, berdasar
ketertuan Pasal 28 Ayat | dan2 Peratur
an DPRD Bantul Nomor 1 Tshun 2019
tentang T u:ﬂ'mm Pertimbangan lain,

kepada eksekutifd asyarakst Bumi
Projotamansai.
Hanung-Subhan

Hanun, iPDI
Perjuangan \.mh notabene sebagai

Pengambilan sumpah /janji 45 ang.

partai puhld.uxupul] dengan prml:lnn
Kkursd terk k. Subhan n

rr;mmu.ml'ﬂluhq;u]mrpuldumu

O © @ © prrDBan

Kami telah berupaya untuk
melaksanakan tugas dan
kewajiban sebagai anggota
DPRD untuk memberikan
pelayanan yang terbaik
untuk masyarakat Bantul”

HANUNG RAHARJO
Ketua DPRD Bontw!

@ dprdbantulk

DI ANTARA HASIL KINERJA
DPRD BANTUL
PERIODE 2019-2024

[ —————

pengalaman bersedia berbag ilmu
dengan pendatang baru. Agar legiskail
bisa berkolaborasi dengan eksekutif
untuk menuntaskan seburub PR pem-

I T k saal

sampah,” katanya
Ya, gerakan Bantul Bersih Sampah
2025 (Bersama) mauh puh p.mm.mp,
X

dariapi Tumg
nyakditemukan di hehc.rapa unk dn

lehan kursi tert k kedua antaranya di pinggir ring road selatan,
llmprlaxxnkamIh«mughuhumum:n Karena i uu H.muugmeuuun pembkab
segera bek peker. untuk pe

jsan rumsh. Antara lain pembm(uk.m
fraksi dan alat kelengkapan DPRD.
'\g.u lemhaga DPRI) bisa segera men
ya secara maksimal

Disinggung mengenai wajah baru di
pardemen Bantul, palitikus yang tinggal
diKalurahan Timbulharjo ini meyakini
mereka bisa segera beradaptasi. Toh,
diantara mereka sebenarnya pernah

duduk sebagai wakil rakyat. Sebagaima.

nanganan sampxh.

“Kami men-support penuh program
itu. Bisa dilihat anggaran penangan
ansampah di APED Perubahan 2024
tambahnya

Turut hadir sast pelantikan, Wakil
Bupati Bantul Joko Purnomo, komisio-
ner KPU dan Bawaslu Banul, dan
kepala organisasi peranglat daersh.
Bup.m Bantul Abdul Halim Muslxh

na diketahui, dari 45 anggota dewan Lantaran
19di ) pakan wajah ban d Menteri Daksm Negeri Tito
"Dua periode sebel adayang Kamaviandi lha Xota N uneuk

pernah mengshdi di sini ju‘gaf ujarnya
Karena itu pula, Hanung berharap
anggota DPRD yang sudah kenyang

go.

bertema dengan Presiden foko Widodo
bersama seluruh kepals dserah se-
Indonesia (*/rul/zam/rg)

Gambar 1. Publikasi kegiatan Pimpinan DPRD di Media Cetak.




@ MIMBAR LEGISLASI DPRD BANTUL

Anggota DPRD Bantul Dorong Pemkab
Berdayakan UMKM dan Kopera3|

o

Ketua Komisi C DPRD Bantul Dorong

Pemkab Genjot Pembangunan Infrastruktur

etua Komisi C Dewan  dariPemkab Bantuluntuk memilih sanpahmmendend(mmk
PerwakilanRakyat Daersh  skala prioritas untuk dib dilakuk
nggolanomlsuubewan dstrb gelompy kan taktor penting ) Bnd qu mdpefb*_ sampah di Bantul khususnya
kystDoessh  atau pengorga ian ekonomi bagmelmpmtmleummtmm inf D i j saat v belt ik
A\... fHary sektor usaha kecil. Kebethasﬂm | gmmwm herus pintar pirter Diz gep upay
d tsh  untuk peroleh akses modal  industri skalakecil Ltk | p fentama anggaran dari intahPusat  Pemkzsb Bantul yang tengsh
Kahupalul(l‘enu)umldumuk helenbegakmangmyangwlm pasa global b i kturjalandani k perbaikan jalan ‘Hnnnjd: Tempat
ada, ds skala P'ml"WdPBSH Pasalnya, kedua hal itu penting fobi Sampah Terpadu (TPST), yakni
nuk:oholmmgah(umu)&m usaha yang ekonomis. ik dhuk smibuh Puu‘!m‘&pm Dana Alokasi  TPST Bawuran TPST
koperasi kkdembagaanyanglanaddah  pelaku dalamind: ikecil tersebut ekonomidanpariwisatadiBumi  Khusus atau DAK” ucapnya.  Modalan (Banguntapan), dan
langlsh yangbisa diskakan dalom keen antar skala usaha dan produk Proj i Politkus Partai Demokrasi  TPST Dingkikan (Sedayu).
UMKM. Fusmﬂnmb«ag@pm ptodkusd\anyasdmg@mq: Jalan kats di LR (PDIP) Ketigartya itarget bisa b
ak:’;"‘ adalsh kemudshan "‘“i"’"“*—"“*‘*“""‘f?" dapat cksis. satu sarana transportasi yang nmanFUPKPdm tzhun inl Uniuk sementarg, Pamkab
Mw““;:“‘"b“; SnoTe gt ichatnpelal . niub-iml Jm(m mesodan “""‘"""m"“:m
d§ h “Unfuik lebih aman bankddxnaspd(h'mmsm A b u"g e ity
kecil, dan ki jalandesa hingga  di awal-awal pada 1 | frastruk
salah satu penyebab lambatnya  Pernda dopat memberian suntikan letcmplmdalxnpaqsrhmgm jalan tani. danil. pengoizhan sampsh, menuns Dwi,
e T  Dengnpemtnguenifasiuis  Keayakafada ldangpskedaan  penting juga diakukan edukasi
uud\amilwo,haldmmlgnh dapat menggandeng p teknologimerupakat B LIS RS i s o
Kedin.b P K.;_ jolin kemd uomya.. salah sl fakior,penting: begi mesyarakatkaterya, Selssa(11/6).  kedua, sehingga pek bisa  da h e
4, ) Balsisabe’ ta " " e UMM, 3 = P = -
slai nsmbubnyp uscha tdskskan  usaha dan k Menuiail,  “Stateg yang pertu T g i sckiasi pac oluo A R ES A R ke
St nceaniat - e extamglan eingen hag P i datadari  APED cepat terserap. “Serapan  untukmengurang sampshmaka
- % SR bl P
dp&:aﬂwumuk&uxndqw betbaga: mmn pola ;amgan memmm berhag: lurl:; l.*" 4 APtD x . Z: 5
5T AR ey FRe xera B-M,mﬂmpdupm yamya. Karena itu phakrya mengajak
g masyarakat untuk menangani sampah
e seaa'  bebuty felsh sebesar Rp120 milie P : pat am gerg 'L_‘h
ini sudah terbentuk akan tetapi  sesual dengan kebutuhan pasar, &{:%ﬂ?‘l@pﬂn I.dinluyn.own 4 memiliki lahan yang cukup bisa
dalam realitasnya masih belum  pengembangan pusat penyuluhan dan LRSI o I - pgaise )
5 imal. Fols i yanglebihterseb a n :
o i o ki Skt sl il tersebut yang masih menj o gsamp
g dan * katanya. prioritas adalah infrastrukeur organik S sampahnon
2 g pakaripei jalen, guna mendukung dan onganikbisa -pileh kembali
minimarket/ Partai Kesdilan Sejahters (PKS). meninghatianacezs, den selanjutnya diserahkan ke
supermarket Alumnus Jurusan F bank sampsh terdekat
dengan WiayahFalcuitas Geografi innerstas maupun kawasan wisata. Sisanys, “Persoalen sampshmerupakan
PYEa FAFPES i gune t Qorong- nﬂmhb'dml'-m
yang laysk  karier pofikoya menjodi kader PXCS, gorong, dan dreinase. asalah pemerintah ucapnys.
pendekatan UMKM. .~ 'Keempat, kemudisn menjsbat sebagsi Ketua Khusus untuk pembangunan Dalem wak dekat, kami
kata dia, dilakukan melalui pengembangan  DPD PKS Bantui 2006-2011 dan perbakanjalan nilzinya Rp70 Komisi CDPRD Bantul bakal
kelampok. Melalui smberdayamanusia b terpifh menjodi anggota DPAD milier yang tersebar di 125 ruas
kelompok, meveka dapat sumberdaya  Bantul periode 2009-2014 dan
\ menduduki posisi Wakil Ketua Dwimemzhami kebutuhan
\ DPRD. Kerrndian terpith kembali i urkuk prbarkenjalan
untukikosd periode 2019-2024 dan menjabat besar, sementara
I di Komisi B sampai sekarang. sehingga
¢ Pada Permilihan legislatf (Fileg)
PKs Febeunr 2024 Arif kembali terpilih =
-u,dmﬂmmm |
; . - i Ketua Komisi C DPRD Bantul,
Arif Ha!anto / - _ h o mB:: Kristiantofin’,‘ ST

Gambar 2. Publikasi Kegiatan Komisi B dan C DPRD Kabupaten Bantul
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Meninilbang
a. bahwa setlap orang berhak ams pendidikan

RANCANGAN

PERATURAN DAERAII KABUPATEN BANTUL

NOMOR ... TAHUN
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAI DAN BUTA AKSARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

i formal yany menyclengarakan
pcndldlk'\u amain pada enfang pendidian

yangmerupakan bagian dari h

sia yang secara konstitusional dijumin peme-

Tsananwigah, atau bencuk loin yang aukm]ul.

nuhannya oleh negara; 17, Pendidikan Formal adalal jalur pendidikan
babnan masih terdapat sejuriah mk usia yang terstrukiur dan berjenjang yang terdiri
sckolah yan apat pendidikan mencngah
R adanya warga yang dan pendidikan tngg.
helum dapat membaca dan menulis sksara 15, Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidi-
inngga i Anak S Anak K di Tuar : dupat
Renan Putus Sekolah dan Anak Tidak Pernah dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjag.
Bersekolah Serta Pemherantasan Buta Aksara 19,

BUPATI BANTUL,

(3) Hasil pendataan Anak Usia Sekolah sebugai-
‘mana dimaksud pada aat (2) dilakukan Iden
tifikast sehinggn menjadi hasis data terpadu.

Pasal 8

Bass data tepadisebogaimana dmaksuddalan

al 7 ayat (3) terdiri atas:

a. data Anak Putus Sekolal

b, data Anak Rentan Putus Sckolah:

c

d

data Anak lidak Pernah Bersekolah; dan
duta Masyurakal Buta Aksar:
Bagian Kedua

Anak
AnakTidak Pernalt

Pusal Kegiatan Belajar Masyarakat yang se-

Pernah Rersekalah Serta Pemberantasan Huta
Aksara, perlu disusun dalam

km\p)ld« jalur formal, nonformal, daninformal

peranuran daerah;

. Dewan Pendidikan adalab lembaga mandiri
i asyara-

dalam hurufa, hurufb, dan huruf ¢, perlumene-
tapkan Perawiran Daerah tentang Pencegahan

kat vang pedult pendidikan,
22. Komite wknl.«h,kumlw Madrasah adalah

dan Anak Ren-
tan Putus Sekolah dan Anak Tidak Pernah Ber
sekolah Serta Pemberantasan Buta Aksara;

Menglnga:
1. Posal 18 nyat (8) Undang-Undang Dasar
Negars Republik Indonesi

g mesadahi peran serta

masyarakatdalam mg):l meningkatkan | mum.

BABIV
SATUAN TUGAS PENCLGAIIAN DAN
PENANGANAN ANAK PUTIIS SEKOLAH,
DAN BUTA AKSARA

Bupati membentuk Satgas PZAPSEA dalam
upaya Pencegahan dan Penanganan Anak
Putus Sekolal, Anak Tidak Perna Bersckolal
dan Pemberantasan Buta Aksara di Daerah.
smgu P2APSBA sebagaimana dimaksnd pada

dan Anak lidak Pernah Bersekolah mi
o pengusran mativs! belsjor anak: danjatou
b, pendidikan pola asub anak.
Pasal 10
(1) Penguatan motivasi belajar anak dan fatau
pendidikan pola asuh anak sehagaimana

Kan pendidikan dilndonesia dalam mencapai
pendidikan untuk semua (educatior: for alf).
Proses pelaksanaan pemhelajaran tidak selal
herjalan mulus tnpa hambatan. Faktor internal
dan eksternal dapac menghambat anak untuk
terus melanjutkan proses pembelajaran. o
internal dimaksud adalal rendalnya o
vas belafar, kondist fistk dan mental. Faktor
eksternal dimaksud adalah rendahnya ke-
ampuan chon kpidina,
‘perkawinan usia anak, dsb.

Anak puins sekolah, khususnya yang fidak
pernah bersekolah memillld kemampuan
‘membaca, menulis, dan menghinng vang
rendahnya atau dapat dikelompokkan sehagai
rakal buta aksara. Konsep llerasi v

secara berkesinambungan; pen- AnakR ayat (1) bertaggungfawab kepada Bupati me-
kepastian hukum dan Bersekolah Il Persughat Dactahyong menyelenggara

sehagai pedoman dalam pelaksanaan pence- berikan layanan pendidikan bagi masyarakat. Pasal 0 kan urusan pemerintahan di bida i

salian dan penanganan Anak Pulus Sckolal, 20, Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan — Pemerintah D upaya Pence K Jan olabraga.

“nak Renan Putus Sekolah dan Anak Tidak pendidikan yang menyelenggarakan pendidi-  Anak Puts Sekolah, Anak Rentan Puris Selolah  (3) Sargas P2APSBA i i ada

p
ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
a. Perangkat Dacrab;dan
b. Pemetintah Kalurahan;

terakhir ini mun kenyat

satnya perubahan sosial dan perkembang-
an masyarakat yang “memaksa” sescorang
wntuk melek aksara dalam berbagai aspek
kehidupan.

1) Satgas P2APSIA scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat melibatkan
terknit.

) Satgas dan strukiur organisasi

a soshlisw;
i dan/atau

an efisiensi
Gidikan disocuon pendidtkan, balk pada flar
pendidikan prasekolal, falur pendidiican seko.
lah maupun jalur pendidikean luar sekalah.
2. lucation Manageinen Inforiaton Syseon

2. g hnhun
I

h Kabupaten
Dalam Lingkungan mu ah Istimewa Jogfa-
Karta {Berita Negara Republik Indonesta Tahun
1950 Nomor 44

omor 23 Tahun 2014 tentan

nhnn Daerah (Lembaran Negara

Republik Indone: ahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indo

nesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
i terakhi Und:

mupmuhknn Islam yang her-

. penyuluban,

(2) Penguatan motvasi belajar anak dan fatau
pendidikan pala asuh anak sehagaimana di-
maksud pada ayat (u dilaksanakan oleh Pe-

P2APSBA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Kepntusan Bupati.
Bagian Keliga
Tugasdon Wetwenang

Salgas isn I)Lrlu;,.n

rangkat Daerah y
rusan p»msnnmmn i hidang pendidikan
dengan

dan pengambilan kebijakan program pendi
dikan Islam pada Kemenlerian Aga

24 Data Pokok Pendidikan yang sclanjutnya
disebut Dapodik adalah suatu sistem penda-
taan yang dikelola oleh Kementerian Pendi-
dikan dan Kebudayaan yang memuat data
satuan pendidikan, peserta didnk. pendidik

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerineah Pengganti Uindang-Un-
v i 5 3

an Cpie
didikan vang datanya bersuiber dari satuan
pendidikan yang terus menerus diperbaharni

ta Kerja

menjadi Undang Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor d1,
tambuhan Lembaran

25, Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
yang selanjutnya disebu APBD adalah ren

A, orang tua/wali;
T kepala sekoli
. Pemeris Kalurahan

d. Kamite Sekolah/ Komite Madrasah;
e, Perangkat Daersh terkait; da
t pstkolog.

Madrasl

me 11

Pemerintah Daerah
Anak Putus Sckolal, \nq\ Re n Puu ‘kolal
dan Anak Tidak Pernah Bprwknhh mvlaluv

a. pembinaan,

b, bantuan pembiayaan;

¢, pengakifan kembaljdan/atau

u. pada prograin PKIM.

ah Nomar 32 Tahun 1950
tentuny Penetapan Mulai Berlakunja Un-
dang Undang Tabun 1950 Nomor 12, 13, 14,

vang disecujui oleh Dewan Perwalkdlan Rakyat
aerah

2. Pemeriniah Dacrah adalah Bupati sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Dacrah

Urusan Peme-

dan 15 dari hal
D

i
(nmm Negara
50 Nomor 59);

Dacrah Istimewa Jogjokarto
Republik Indonesia Tahun 19

Dengan Persetujism Rersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAIT
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PENCEGAILAN DAN PL ANAN
ANAK PUTUS SEKOLAH DAN
BUTA AKSARA

BARI
KETENTUAN UMUM

Pasal |

jadi Dacrah.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah da
dihantu Pamang Kalurahan sebagai unsur
penyelenggara Pemurintahan Kalurahan.
28, Bupati adalah Bupati Bantul,
20, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu
Bupat dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah

(1) Pembinaan sehagaimann dimaksud dalam
Pasal 11 huruf a dilakukan techadap:

a. AnakPutus Sekolab;

b, Anak Renan Putus Sekolah;

c. Anak Tidak Pernah Bersckolal; dan/atau
d. orang tua/wall
Pembinaan whubulmnnu dimoksd pac

Penanganan Anak Putus Sekolah dan o
Aksara setiap tahun;
b, melaksanakan pendataan dan idendtikash;
. ksanirki i dengan Peme-

h, pemerintah dacrah Dacrali
Yogyalarta, lembaga peradilan, Pemerl-
tah Kalurahan, dan /atau piha -
hati

yang dimiliki
dan uniuk menjaviah persoalan Anak Py
Sekolah dan Buta Aksara, Pemerintah Kabu-
paten Bantul berkewajiban wnnuk mengatast
persoalan purus sekolah dan buta aksara me-
Talui peraturan daceah.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas

sa
Yang dimuksud dengan asas:
a. kepentingan terbaik bayi anak adalal
bahwwa dalam semua tindakan vangme-
nyanglut anak vang dilakukan oleh

d. melaksanak: 'ul tugas l‘\m yang bcrk:\lran
.1 g

Lk Putus Sckolah dan Bt

Smyb l‘2-\| BA berwenang:

a. melaksanakan pengawasan terhadap ke-
pala sokolah danatau ketua sotuan Pen
didikan Nonformal terhadap upaya Pen-
cepahan dun Penanganan Anak Pulus
Sekolah; dan/atau

b melnksannkan pengmyasan terhdop pe-

E

kat, badan legls

latit, dan badan yudikatif, mala kepen
lingan yang terbaik bagi anak harus
menjadi pul[mb.nn..m utaina,

mon diskrimina: lalah menghargai
persamaan derajat idak membeca-be.
dakan, balkpara umak atasdasaragama,
Tas, etnis, suku bangsa, warna kulit,
status sosial, afiliasi atau ideologi dan
sebagalnya.

. emanfaatan adalah man(sst yanghars

=

yang dilakukan oleh Pemnmr Dacml\.
v

BAB
PARTISIPAST MASYARAKAT

‘asal 23
Masyarakat dapat herpartisipasi dalam Pen-
Aiak Putus Sekolah

dirasakan oleh sehuuh masyarakat,
‘partisipasi adalah seriap anggota masya-
rakitdidorong untukberperan ok dalas
proses pencegehan dan penanganan anak
putus sekalah dan buta aksara.

a

(1) hurufa, hurul ¢ dan
aleh Satgas P2APSBA.
Pembinaan sehagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dan huruf d dilaksanakan olch

Anak Rentan Purus Sekolah dan Anak Tidak
Pernah Berseknlah serta Pemherantasan Buta
Aksara.

vang menjadi kewenangar
1 adalah Kabupates

Bantul.

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini
sebagal pedoman dalant upaya Pencegahan
dan Penanganan Anak Pucus Sekolah, Anak
Kentan Putus Sekolah dan Anak Tidk Pernali
Bersekolah serta Pernberantasan Buta Aksara
di Daerah.

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:
. mendukung fervujudnya program Wajib

Belajar 12 (dua belas] tahun;

Dalann Perat
1. Pencogahan adalah upays wnmk mencegth

‘» judnya program keak-
saraan; dan

yang lerancam pulus sekolah
Penanganan adalah upaya untuk mengemba
likan anak putus sekalah kembali ke sekolah
melalui falue formal maupun non formal,

2.

< angka partisipasi mumi
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
diDaerah,

3

K

sekolah yang.
wserta didik dan 1
pendidikannya.

K lagi terdaftar seb
uk dapal menamatka

1.

Anak
Sekolah serta Pemberantasan Buta Aksara dilaksa-
nakan berdasarkan asa;

o kepentingan terbaik bagi anak;

Anak Rentan Putus Seknlah
dacrah usla sekolah yang masih terdaftar

¢ kemanfaaton;

tenaga pendidik
Tasal 13

aksanakan melal
i b A AR

pada aya (1)

dalam Pasal 11 huruf h diberikan untuk Anak
Putus Sekolah, Anak Rentan iy
dan Anakyang Tidak Pernah Bersekolah
berasal dari keluarga miskin.

Usia Sekolah
penciptaan lingkungan yang kondusit
untuk belajar;

penyediaan taman bacaan masyarakat;

B

o

pada avat (1) berasal dari:

a. pemerintah;

h. pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;
<. Pemerincah Daeraby; ataw

. swnsta,

Bantwan pembiayaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) burufa dan huufb dlaksanakan

3)

pelaporan Anak Putus Sckolah, Anak Ren-
tan Putus Sekolah, Anak ‘Tidak Pernah
Bersekolah serta Masyarakal Bula Aksara
melalui Dukub.

BAB
I’INI)\N \N
Pasal

peraturan
Tata cara pemberian hantuan pcmlud\.n.m
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢
dan huruf d diatur lebih lanjut dengan I
turan Bupadi

)

m

1;
vang sederafat;

dan
Anak Pulus Sekolah dan uta Aksara bersumber
dari;
A APBD; dan/atau
b, sumberlain yang sah dan ddak mengikar

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
dinndangkan.

Agarsetlap orang mengetahuinga, memerintahkan
Dcnglmdang‘m Peratwran Daerah ini dengan
menempatka; dalam Lembaran Daerah
Kabupaien Bantu

membaca, menulis, bethinung dan berbahasa
Indonesis.

Pemberantasan Bula Aksara adalah upaya
wntuk dan

Dacrah bertugas melaksan

an:

d b, SMP/ madrasah Tsanawiyah atau bentuk

i pruses belajar mengaj e inklusil. Tain yan se
‘Ahak Tidak Pernah Bersckolah adalab anak 1 & s cngah kejuruan/ madra-
warga daerah usia sekolah yang tidak pernah TG GUNG JAWAB vah atau hentuk lain vang sederaat.
menempuh pendidikan melalu jalur Pendi- PEMERINTAH DAERAH (2) |>.-n,5.,km.mk«mm.hm.p AmkPulu Sekolah
dikan formal maupun non formal. Pasal4 la ayar(1) dilaksa

6. AnakUsia Sekolah adalah anak yang berusia i nak:molel\Pemngkmnaemh_\'angmen)e
6 (enam) lohun sampai paling tinagi 21 (dua . Pencegalan dan Penanganan Anak Pulus Tengyarakan urusan penerintahion di bidang,
puluh satu) tabun. Sekolab, Anak Rentan Putus Sckolah dan Anak pendidikan berkoordinasi dengan:

7. Buta Aksara adalah ketidskmampuan untuk Tidak Pernah Rersekolah; dan a. kepala sauan pendidikan;
membacs, menulis, berhitung dan berhuhasa b, Pemberantasan Bula Aksara. b balai pendidikan menengah Kabupaten
Indonesia. Pasal5 Banaul;

8 Masyarakat a daerah < kantor agama; dan ata
yang mengalami ketidakmampuan untuk  dimaksud dalam Pasal 4 huraf a, d. balai

Pasal 15
PKEM

s pendatann don i
b. fasilitasi dan advokasi;

emampusn membaca, menulis, berhitung
dan beebahasa Indonesia dengan kandungon
hidh

an
tegi pemenuhan kehutuhan fasilitas akses
sekolah;

dan penghidupan Masyarakat Bura Aksara.
Satuan Tugas

Igas Hé =
Putus Sekolah dan Buta Aksara yang
wlun]um a disebut Satgas 22APSBA, adalah
saluan Tugas vang dibieatuk uleh Bupati vang
‘memiliki g mel'\ks‘uml\an Pencegahan,

€. pembentukan satuan tugas; dan fatau
L.

pemerintah dacrah Dacrah Istimewa Yogya

imakasud dalam Pasal 11 huruf d diberikan kepada
Anak Purus Sekolah dan Anak yang Tidak Pernah
Rersekolah.
jaglan Ketiga
Pemberantasan Buta Aksara
al 16

Pemerintah Dacral berwenang melaksanakan
Pemberantasan Buta Aksara di Dacrah.

karrta, pemerintah, dan/atau
Tan.
Pasal6

@ RButa Aksara s
dimaksud pada ayal (1] dikoordinasikan vleh

s . Anak Tidak
Pernah Ber n.kolah dan Pemberantasan Buta

Aksara,
11, Wajib Belajar adalah program pendidian

minimal yans harus ditkuti olch wang
Idenesia ttas mngziing vab Pemerintah
dan pemerintah daerah.

Permngkax Dacrah yong menyelenggarakan
di

nrusan p

0a dinaksud dalom Pasal 4 hurur b,
Dacrah bertugas

o meloksanakan pendataan dan identikusi
b, melaksanakan prograin Pomberantusan Buta

3) Buta Aksara
dimaksud pada avar (1) dilakukan terhadap
Masyarakal Buta Aksara melalui program pen-
didikin keaksaraan.

. melaknkan pengoardinasian program :hln

2. Pendidikan Dasar adalal pendidikan
yang melandast jenjang pendidikan menengah,
erbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibii-
daiyah atau bentuk lain yang sederajat serta
sekolah menengah pertama dan Madrasah
“Tsananviyah, atan bentuk lain yang sederajal.

3. Pendidikan Menengah adalah lanjutan pen
didikan dasar, berbentuk pendidikan Sekolah
Mencugalt Atas dun Madrasah Aliyah dan
Sekolah Menengah Kejuruan.

1. Sekalah Dasar yang selanjumya disingkat S

adalah saluh satu bentuk sawan pendidikan

formal yang menyelenggarakan pendidikan
umun pad jenjan pendicikan dasar.

rintah daerah Daerah Istimewa Yogy'uk:um.
anfatau pemerintah.
A TII
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Pendataan
Pasal 7
(1) Perangkat Dacrah yang

“)
dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
a. program pendidikan keaksaraan dasar;
dan

a0
b prograrn pendidi

keaksaraan lanjul.

Selain upaya sebagaimana fimaksu daam pasal
16 ayat (3), upaya Pemberantasan Buta Aksara
dapat dilaksanakan melalul:

a soslalisasi;

b kerja d

kan urusan pemerintahan bidang pen
didikan melakukan pendatasn Anzk Usia
Sekolah.
(2) Pendaraan Anak Usia Sekolah sebagaimana
timaksud pada ayac (1) berasal dari:

5. Sckolah Menengah Per
disingkat SMP adalah salah satu bentuk sauan
pendidikim formal yang menyelenggarakan
pendidikan umum pada jenjang pendidikan
dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibti
daiyah, atau hentuk lain yang sederajat.

16, Sekolah Menengah At vang selanfutia d.

singkar SMA adalah salah satu bentuk satuan

dapodik;
EMIS;

data dari badan pusat statist
sistem informast kalurahan; dan/atau
sumher lain yang dapat diverifikasi, diva-
lidas dan dipertanggunglavablan kebe-
narannya.

m~porTea

¢ bantuan pembiayaan bagi PKBM.

Pasal 18
Sosialisasi sehagaimana dimaksud dalam Pasal 17
huruta dilaksanakan bersama dengan Pemerintah
Kalurahan.

Pasal 19
Kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf

Ditetapkan di Baniul

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLITT

antul

Diundangkan di
pada tanggal .

SEKRELARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAILANJA

LEMBARAN DAERAH KABUE

TAIIUN... NOMOR..

NORKG PERXTIIRAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL:

PENJELASAN Al
RANCANGAN PERATURAN DAERATT
KABUPATEN BANTUL NOMOR... TAITUN. ..
TENTANG

il sisices pandidilan achagal reanata
sosta yang Lum dom berwibma annicmen:
mua warga negara Indonesia
bemmhmg menjadi manusla vang berkua

akomodasi seluruh keburuhan anak
putus sekalah dan warga buta aksara.

sal
Cukup jelas
Pasal
Cukup felas
Pasalé
Cukupjelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8
Cukup felas
Pasal 9
Cukup jelas
asal 10
Cukup jelas
Pasal 11
\, Culp el
sal 12

" ukup jelas

Cukup felas
Pasal 15
Cukupjelas
sal 16
e uLup jelas

C\lkAlD}tlu
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukupjelas
sal

ipjelas

sal 2
Cukup jelas
Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Hurufa

Cukup Jelas

Hurulh

Yang dimaksud dengan pendidikan keak-

sataan adalah layanan pendidikan non

formal bagi wargs sara untuk bela-
jar membaca, menulis, dan berhitung.
Pendidikan Keaksaraan teriri atas Pendi
dlkan Keaksaraan Dasar dan Pendidikan
an Lanjutan.

‘Yang dimaksud dengan sumber pembiaya
Tain yang sah adala h[wmhu aan yang
i untwkmen-
bisgatank erancan puts ek, anak
putns sekalah, anak yang fidak pernah
bersekalab, dan/atau warga buta aksara,
berupa dana sostal yang tidak mengikat
ak memiliki konsckuensi apap,

Pasal |
Criapjeles

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN

mampu
Gntangan znman yangselalu berubah, Dengan
st pendidikan tersebut, pendidikan nasional
mempunyai misi salah satunya nfuk meng-

upayakan perluasan dan pemerataan kesem-

pecan memperolel Dcncudlk;m ng bermuu
ba

nd.nn. Nomor 20 Tahun
gmu u-m:m;; Slslcm Pendidikan Nasional

I pendi
swasta melalui program pendidikan keaksaraan.
'asal 2
Rantuan pemhingaan sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 17 huruf ¢ dilaksanakan sesuai dengan

kemampuan keuangan Daceah,

» Pemerintah dan peme-
ritah daeralt menamin tersclenggaranya
progeam wajib belajar jenjang pendidikan
dasar dan menengah binya.

BANTUL NOMOR....

Bapakilbu/Saudara

dapat memberikan masukan lerhadap

Rancangan Peraturan Daerah ini,

sebelum tanggal 1 Juli 2024, melalui:
jari bantulkab.

Penyelenggaraan program wafib belajar pen-
didikian dasar merupakan bagian dartkebifa

idl

Gambar 4 Publikasi daftar Produk Hukum DPRD Kabupaten Bantul



Publikasi terhadap informasi DPRD Kabupaten Bantul tidak sebatas pada
media Cetak saja, namun Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul juga
mempublikasikan informasi-informasi yang dipandang dibutuhkan oleh
masyarakat melalui media elektronik Radio dan televisi.

REFLEKSI KEMERDEKAAN DENGAN PEDULI KEBERSIHAN LINGKUNGAN | ANJANGSANA

V——

Play on TV =

s B 5] ar

REFLEKSI 79 TAHUN KEMERDEKAAN Rl WARGA DUKUH GUWOSARI PAJANGAN BANTUL | ANJANGSANA
cJ IV

A Pull up for precise seeking

Gambar 8 Publikasi Media Televisi untuk Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Bantul



) 3:09/3412
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DPRD BANTUL

Gambar 8 Publikasi Siaran langsung Pengambilan sumpah/janji DPRD Kabupaten Bantul

Masa jabatan 2024-2029
Dalam kegiatan publikasi melalui media elektronik, masyarakat memiliki
kesempatan untuk menanyakan langsung kepada Wakil Rakyat atau
anggota DPRD Kabupaten Bantul tentang hal-hal yang ingin diketahui oleh
masyarakat. Sebagai pendukung kegiatan tersebut dalam rangka
memenuhi kebutuhan masyarakat akan keterbukaan informasi PPublik,
sekretariat DPRD Kabupaten Bantul juga menguundang dinas terkait
dengan materi yang diinginkan, sehingga masyarakat dapat langsung
mendalami permasalah sesuai dengan tema diskusi.
Sekeretariat DPRD Kabupaten Bantul bertekad membetikan pelayanan

keterbukaan informasi publik kepada seluruh lapisan masyarakat di



Kabupaten Bantul, khususnya atau masyarakat Indnesia pada umumnya.
Selain media cetak dan media elektronik lokal, sekretariat DPRD
Kabupaten Bantul melalui kegiatan kehumasan juga mempublikasikan
informasi-informasi publik melalui media online.

Berikut beberapa contoh publikasi oleh sekretariat DPRD Kabupaten

Bantul untuk masyarakat pengguna jaringan internet.

RN <ORAN scrias

RUMAH  WIVATA - BUDAYA~  WISATA -
Sartyati Wiiaya

TNI dan Polri Bisa Ambil Alin

o=
B | e sika Semua Plhak Tak
Mau Mengendalikan Dirl
ﬁ, WS
Dokter Muda Lulusan UCM
) Meninggal Akibat Rokaya
] Tersangkut Roda Motor

Pakar Budaya UCM Soroti
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KORANBERNAS.ID, BANTUL -- Jajaran DPRD Kabupaten Bantul menggelar acara i

syawalan di gedung dewan setempat, Rabu (17/4/2024).
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Tunggal di Pilkada 2024

News  Moerar, 06 Segnensher 2024, 0817 AT8

A RPUD ymn

Gambar Publikasi Media Online



Harian Jogja OveoG

HOME NEWS JOGAPOUTAN EKBIS OTO-TEKNO  WISATA

Pastikan Kinerja DPRD Bantul Tidak Terganggu
Meski Ada Pemilu
BERITA NASIONAL =

A Mediz Digital O Minggu, 10 Desember 2023 - 1927WB CAnefhmiato 000000 eeeeeeeeeeeceeeeceeecceeceecceeeeeeee e

LTHAN UMOM]

, (s PEMI ‘
N e PUBLIK INDONESIA

Final! Tersisa 41 Daerah dengan Calon
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New:

Alasan Mengapa Populantas DOGS Coin Terus
Meningkat

Resmi! Mulai Malam Ini Pendaftaran CPNS 2024 Bisa
Gunakan Meterai Tempel

Cak Lontong Jadi Ketua Tim Sukses Pramono-Rano &t
Pilkada Jakara

Kementenan Kesehatan Diminta Evaluas Menyeluruh
Pendidikan Dokter

STAR1013FM

26 Listeners
BANTUL~-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul, Nur Subiantoro

memastikan kinerja kedewanan tidak terganggu dengan adanya penyelenggaraan Pemilu BAG US NYA

2024,

Menurutnya, kinerja DPRD Bantul baik penganggaran, legislasi, maupun pengawasan
sejauh ini tetap berjalan sebagaimana mestinya. “Masa kampanye Pemilu 2024 kan cuma
sebentar sehingga tidak terlalu mengganggu dengan ketugasan masingmasing anggota

DPRD Bantul.” kata Nur Subiantoro saat ditemui di ruangannya, Rabu (6/12/2023).
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C. RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1 Jumlah permohonan informasi publik 6

2 Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap| 15-20 mnt
permohonan informasi publik dengan klasifikasi

tertentu

3 HJumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan 6

baik sebagian atau seluruhnya

4 Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak -

beserta alasannya

Permohonan informasi publik di sekretariat DPRD Kabupaten Bantul
dapat terlayani dengan baik, masyarakat yang meminta informasi
tersebut dapat menerima layanan dengan baik dengan waktu yang
cukup singkat.

Beberapa informasi yang diinginkan masyarakat dapat segera
dipenuhi karena pada dasarnya data tersebut sudah disedialan melalui
fasilitas online, namun Kkarena ketidaktahuan maka beberapa
masyarakat mendatangi langsung kantor sekretariat DPRD Kabupaten
Bantul.

Selain masyarakat yang mnginginkan informasi secara langsung ke
sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, Sekretariat DPRD Kabupaten
Bantul juga melayani permintaan informasi melalui akun media sosial
DPRD Kabupaten Bantul. Beberapa permintaan juga dapat kami
berikan sesuai dengan keinginan masyarakat tersebut. Tidak hanya
masyarakat kabupaten Bantul, pemohon informasi juga berasal dari
DPRD Kabupaten/Kota diluar DIY.

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1 Jumlah keberatan yang diterima 0 Pengajuan

2 [Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan| 0 Tanggapan
pelaksanaannya oleh badan publik

3 Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke 0 Permohonan

Komisi Informasi yang berwenang




4 Hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi 0 Putusan
Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh

badan publik

5 Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan 0 Gugatan

6 [Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh 0 Putusan

badan publik

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal

e Kendala eksternal yang dihadapi adalah masih minimnya pemohon
informasi di SEKRETARIAT DPRD Kabupaten Bantul, dikarenakan
PPID belum begitu dikenal oleh masyarakat luas. Minat masyarakat
untuk mencari informasi publik di DPRD Kabupaten Bantul belum
maksimal. Saat ini permintaan informasi banyak diminta oleh antar
Lembaga DPRD dari luar daerah Kabupaten Bantul.

e Pemohon informasi di era saat ini lebih menginginkan informasi
secara cepat dan langsung dilayani tidak dengan jeda waktu yang
lama. Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul mencoba untuk
mempublikasikan segala informasi yang berhak di akses oleh
Masyarakat luas, disamping media sosial, subdomain DPRD,
Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul juga mengembangkan aplikasi
jarimas sebagai wujud komitmen keterbukaan informasi publik di
DPRD Kabupaten Bantul.

2. Kendala internal

o Keterbatasan SDM pada SEKRETARIAT DPRD Kabupaten Bantul
sehingga respon tentang PPID belum maksimal.

¢ Personil yang tergabung dalam tim layanan memiliki tugas dan fungsi
(tusi) utama lainnya selain mengelola PPID, sehingga terkadang
diharuskan untuk menjalankan tusi utama sehingga tugas di PPID

seringkali terabaikan.



F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK
MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan
kualitas pelayanan informasi di Kabupaten Bantul direkomendasikan
rencana tindak lanjut sebagai berikut:
a) Perlu adanya petugas khusus untuk menanganti permintaan
informasi publik ke DPRD Kabupaten Bantul.
b) Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan
kepada publik
c) Memiliki ruang / desk pelayanan informasi tersendiri untuk

pelayanan PPID

Bantul, 06 September 2024
PPID Pelaksana

PRAPTANUGRAHA, S.SOS., MH.
NIP.197112171991011001




Lampiran |. KEGIATAN PPID PELAKSANA SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

NO.

KEGIATAN

PELAKSANAAN

Mengelola konten website PPID

Januari — Desember

2 |Menerima permintaan informasi manual Januari — Desember
3 |[Rapat Koordinasi penerimaan permohonan informasi Januari — Desember
4 |Koordinasi pengelolaan website Januari — Desember
5 |[Rapat-rapat penerimaan audiensi masyarakat Januari — Desember
6 |[Membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Januari 2023

(LLID)




